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ABSTRAK 
 
 

Yesi Rizki Ananda : 2009/9917. Upaya Kepala Desa Dalam Meningkatkan      

Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak  

Bumi dan Bangunan. 

Skripsi. Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas 

Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. 

 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kecenderungan akan 

keengganan masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa 
Kayu Aro Ambai, sehingga realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
masih dibawah target yang diharapkan. Pada tahun 2011, 2012, dan 2013 
realisasi penerimaan PBB masih jauh dibawah target penerimaan yang harus 
dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang 
dilakukan Kepala Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 
membayar PBB dan untuk mengidentifikasi  faktor-faktor  apa  saja  yang 
mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar PBB di Desa 
Kayu Aro Ambai Kecamata Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci. 

 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Informan 

Penelitian adalah  Kepala Desa,  Sekretaris Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, 
Tokoh Adat, Tokoh Agama, Kaur Pembangunan, Kaur Kemasyarakatan serta 
Wajib Pajak. Teknik dan alat pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan dengan cara triangulasi, 
member check. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, 
penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

 

 Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan 
bahwa upaya Kepala Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 
membayar PBB adalah memberikan sosialisasi tentang PBB, memotivasi bawahan 
atau jajarannya beserta masyarakat dengan mengikutsertakan berbagai pihak dalam 
membuat kebijakan mengenai pembayaran PBB khusus di Desa Kayu Aro Ambai, 
membangun komunikasi dengan wajib pajak dalam memberikan informasi tentang 
PBB, mengawasi jalannya kegiatan dan memberikan perhatian timbal balik 
terhadap petugas pemungut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran 
masyarakat untuk membayar PBB adalah tingkat pendidikan dan pengetahuan 
wajib pajak tentang PBB, sikap petugas dalam mensosialisasikan dan 
memungut PBB, prosedur dalam proses pembayaran PBB, pengetahuan wajib 
pajak tentang sanksi apabila tidak membayar PBB, dan keakuratan data objek 
pajak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk 

republik yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada 

daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Konsekuensinya 

pemerintah daerah harus bisa mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri. Dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri itu sangat 

diperlukan kemampuan ekonomi daerah yaitu : pertama, bagaimana 

pemerintah daerah dapat menghasilkan financial untuk menjalankan 

organisasi termasuk memberdayakan masyarakat. Kedua, bagaimana 

pemerintah daerah melihat fungsinya mengembangkan kemampuan ekonomi 

(Riant Nugroho 2000 :106). 

Dalam perjalanan daerah ke depan, daerah tentu saja melaksanakan 

berbagai perubahan-perubahan yang disebut pembangunan. Pembangunan 

adalah usaha untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan warganya.  

Menurut Sondang P. Siagian (2005)  pembangunan tidak lain dan tidak bukan 

merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan 

terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat independen, akan tetapi di 

pihak lain merupakan bagian dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir. Setiap 

daerah yang ada di tanah air akan selalu melakukan pembangunan. Salah satu 

daerah tersebut adalah Provinsi Jambi Kabupaten Kerinci.
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Dalam pengembangan ekonomi daerah untuk peningkatan 

pembangunan, maka kalau dilihat dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, menyebutkan bahwa 

sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi 

daerah adalah dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman 

daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah 

merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari : (1) 

hasil pajak daerah, (2) hasil retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan, (4) lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber 

pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan 

pemerintah daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan 

bertanggung jawab. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak daerah 

dan retribusi daerah diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk 

terus mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan 

retribusi daerah. 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah 

dan retribusi daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib 

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besar 

kemakmuran rakyat.  
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Dalam mengelola pendapatan melalui pajak daerah dan retribusi 

daerah, pemerintah daerah harus melakukan pemungutan dalam koridor 

peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu 

diketahui dasar hukum pajak daerah dan retribusi daerah. Tiap-tiap daerah 

mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahannya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

penyelenggaraan serta pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan hal 

tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci menetapkan 9  jenis pajak 

daerah yang tercantum Dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 

Tentang Pajak Daerah yaitu: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak 

reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, 

pajak parkir, pajak air tanah, serta pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 

perkotaan. Namun peraturan daerah ini belum dapat diterapkan karena 

sosialisasi yang belum merata kepada masyarakat, dan akan diterapkan mulai 

tanggal 1 Januari tahun 2014. 

Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan diatur dalam 

peraturan daerah nomor 21 tahun 2011 Kabupaten Kerinci. Adapun yang 

menjadi objek Pajak adalah: Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai 

dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang 

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

http://kecdanaukerinci.kerincikab.go.id 

Pajak bumi dan bangunan merupakan jenis pajak yang sangat 

potensial sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai 
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penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dapat dikatakan bahwa 

selain sumber daya manusia, sumber daya alam sebagai penunjang dalam 

keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan, maka pajak juga menjadi idola 

dalam hal tersebut. Pemasukan keuangan negara yang berasal dari pajak 

sebagaimana yang dijelaskan diatas yang ditetapkan melalui undang-undang 

merupakan suatu kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pentingnya 

pajak tersebut terutama untuk pembiayaan pembangunan, hal ini disebabkan 

selain mempunyai kebutuhan sehari-hari berupa sandang, papan dan pangan, 

juga membutuhkan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana berupa 

fasilitas umum tersebut untuk ketersediaannya hanya pemerintahlah yang 

bertanggung  jawab (Kunarjo 1993 : 125) .  

Begitu strategis fungsi pajak dalam pembangunan demi keberlanjutan 

pembangunan ke depan yang akan bermuara kepada kesejahteraan penduduk, 

maka sangat penting peran masyarakat dalam menanggung pembiayaan 

negara, oleh sebab itu dituntut adanya kesadaran masyarakat untuk membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

Sebagaimana yang terdapat dalam  penjelasan Undang-Undang No.32 

Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dibentuk dengan asas 

desentralisasi adalah daerah kabupaten dan kota berwenang untuk 

menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi-aspirasi masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 

No.32 tahun 2004, daerah kota dan kabupaten mempunyai perangkat daerah 
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yaitu kecamatan yang dipimpin oleh kepala kecamatan dalam tugasnya yang 

menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota atau Bupati, di 

dalam kecamatan juga mempunyai perangkat yaitu Desa yang dipimpin oleh 

Kepala Desa sebagai penerima pelimpahan sebagian kewenangan 

pemerintahan dari camat. Sesuai dengan Keputusan Mentri Keuangan RI No. 

1007/KMK.0411985 tentang pelimpahan wewenang pungutan pajak kepada 

Gubernur kepala pemerintahan propinsi dan Walikota kepala pemerintahan 

kota dan Bupati kepala pemerintahan kabupaten untuk selanjutnya diserahkan 

kepada organisasi dibawahnya sebagai usaha mengoptimalkan penerimaan 

negara yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan. Jadi pemerintah desa 

merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah diatasnya dalam penagihan 

Pajak Bumi dan Bangunan.  

Berdasarkan hasil  observasi sementara pada tanggal 20 april 2013, 

Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Kayu Aro 

Ambai terlihat masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya 

terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak 

bumi dan bangunan yang menjadi kewajibannya.  

hal ini dapat kita lihat pada data pajak potensial Desa Kayu Aro ambai 

sejak tahun 2011 s.d 2013 dibawah ini : 
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Tabel 1 

Pajak potensial Desa Kayu Aro Ambai pada tahun 2011 s.d  2013 : 

Tahun 2011 2012 2013 

Jumlah Penduduk 546 548 560 

Jumlah Wajib Pajak 97 97 97 

Jumlah Wajib Pajak yang 

membayar pajak  
29 38 36 

Jumlah wajib pajak yang 

tidak membayar pajak  
68 59 61 

       Sumber : Kantor Kepala Desa Kayu Aro Ambai 

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat realisari PBB di Desa Kayu Aro 

Ambai selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2011 sampai dengan 

tahun 2013 sangat sedikit jumlah wajib pajak yang melaksanakan 

kewajibannya membayar PBB. Akan tetapi, kepala desa telah melakukan 

berbagai upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar 

PBB, termasuk membayar PBB masyarakat terlebih dahulu dengan 

menggunakan uang dari tunjangan penghasilan tetap aparat pemerintah desa 

atau uang pribadi Kepala Desa agar masyarakat tidak terlalu terbebani dalam 

membayar PBB. 

Selanjutnya berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) 

yang penulis peroleh dari kantor kepala desa,  penulis melihat data yang ada 

selama ini tidak valid, karena pemungutan pajak masih menggunakan data 

yang sudah cukup lama tidak diperbaharui ( ± 40 tahun), sedangkan objek 

pajak sudah banyak yang bertambah, berpindah kepemilikannya, kemudian 
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terdapat juga data wajib pajak yang ganda sehingga memberatkan bagi wajib 

pajak. 

Untuk menyikapi hal tersebut, maka kedepan untuk pemungutan dan 

pencapaian realisasi PBB harus ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah 

untuk melakukan sosialisasi dengan sangat serius tentang PBB kepada 

masyarakat, disamping itu diperlukan pula pendataan ulang dari dinas pajak 

sehingga diperoleh data yang akurat dan benar. Kepala Desa sebagai ujung 

tombak dari pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakatnya 

hendaknya dapat memotivasi aparatnya dan masyarakat agar dapat 

menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Adanya masyarakat yang 

tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar PBB otomatis merupakan 

hambatan dalam pemungutan pajak.  

Hambatan dalam pemungutan PBB ini bukanlah merupakan usaha nyata 

dari masyarakat, namun karena kondisi masyarakat yang kurang sadar untuk 

membayar pajak atau bahkan tidak tahu seluk beluk fungsi pajak itu serta 

tingkat perkembangan intelektual masyarakat yang kurang, sehingga mereka 

tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar PBB. Berdasarkan latar 

belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai: “Upaya Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran 

Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi kasus 

di Desa Kayu Aro Ambai  Kecamatan Sitinjau laut  Kabupaten 

Kerinci)” . 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di identifikasikan 

masalah sebagai berikut: 

1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan 

bangunan. 

2. Kurangnya sosialisasi tentang pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah 

setempat terhadap masyarakat. 

3. Tidak adanya pendataan ulang terhadap objek dan wajib pajak dalam 

jangka waktu lama 

4. Belum optimalnya upaya kepala desa dalam melaksanakan pemungutan 

pajak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar 

pajak. 

C.  Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, penulis 

membatasi masalah mengenai : Upaya Kepala Desa dalam Meningkatkan 

kesadaran masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa 

Kayu Aro ambai. 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana upaya Kepala Desa dalam meningkatkan kesadaran 

masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kayu 

aro Ambai? 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kayu Aro Ambai? 
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E.  Tujuan Penelitian 

Mengenai tujuan dari penulisan proposal ini secara garis besarnya 

penulis kelompokkan dua bagian sebagai berikut : 

1. Tujuan yang bersifat umum 

Sebagai mahasiswa dan bagian dari masyarakat ilmiah, maka 

dengan penulisan proposal ini akan menjadi pelajaran serta pengalaman 

bagi penulisan dalam menulis ilmiah. 

2. Tujuan yang bersifat khusus 

a. Untuk mendeskripsikan upaya Kepala Desa dalam meningkatkan 

kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

di Desa Kayu Aro Ambai. 

b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di 

Desa Kayu Aro Ambai. 

F.  Manfaat Penelitian 

a. Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan study pada program SI 

jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Padang. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan dalam bidang ilmu social 

c. Diharapkan  hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti lain 

dan dapat juga dijadikan sebagai dasar untuk meneliti bidang yang 

sama di desa yang lainnya. 
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d. Diharapkan materi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan 

khususnya yang berkaitan dengan persoalan pajak bumi dan bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




